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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahi Rabbil ’Alamaiin, Pengadilan Agama Muara Labuh telah dapat 

menyusun Rancangan Renstra 2020-2024 yang menguraikan tujuan yang disingkronisasikan 

dengan indikator tujuan. Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. 

 

 Rancangan Renstra ini disusun sesuai dengan Rekomendasi dari Kementerian 

Pendayagunaan   Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya 

dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah 

Kementerian/Lembaga (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 

tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan dokumen perencanaan 

untuk periode 20 tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks 

pendanaan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Muara 

Labuh. 

  

 Dengan tersusunnya Rancangan Restra ini diharapkan adanya peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta tersedianya dokumen Renstra Mahkamah 

Agung RI Tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel. Pengailan Agama Muara Labuh adalah 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyekenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh

    

 Meskipun Rancangan Renstra ini telah disusun secara optimal, kami menyadari masih 

banyak kekurangan dan kesalahan yang memerlukan perbaikan. Dengan tersusunnya 

Rancangan Renstra 2020 – 2024 ini diharpkan Pengadilan Agama Muara Labuh dapat 

mewujudkan Visi  ” Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung ” dengan 

Misi : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.  

4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

 

       Muara Labuh, 31 Desember 2019 

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, 

  

 
 

Nurmaisal, S.Ag., MH. 
NIP. 19741114 199903 2 001 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

 

Pengadilan Agama Muara Labuh berdiri pada  bulan  Juli 1959  

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  1957  tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan  

Madura serta di luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan   Timur.    

Awal  berdiri  Pengadilan Agama  Muara  Labuh  berkantor  sementara  

di rumah Dja’far Datuk  Rajo Pandapatan (Ketua) di Batang  Laweh  Nagari 

Pasir Talang  Muara Labuh  Kecamatan Sungai  Pagu  dan  belum  mempunyai 

inventaris kantor. Pada tahun 1960   sampai    tahun  1970   kantor Pengadilan 

Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh  dengan menyewa rumah 

penduduk setempat. Pada  tahun 1971 dibangun kantor sementara/darurat 

Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sungai Pagu. 

Pada    tahun  1981    dibangun  kantor   permanent   di   Jalan   

Gumarang Kecamatan  Sungai  Pagu  dengan  anggaran  biaya  dari  

Departemen Agama  RI sebesar Rp 10.000.000,-  ( Sepuluh juta  rupiah ),  

dengan luas  tanah seluas  450 meter persegi, dan  pemakaiannya diresmikan 

oleh Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982. 

Pada   Tahun   Anggaran  2000   Gedung  Kantor  Pengadilan  Agama  

Muara Labuh   direnovasi . Pada   tanggal  13  Oktober 2009  gedung  kantor 

Pengadilan Agama  Muara Labuh  telah  ditempati dan peresmiannya 

dilaksanakan pada  hari Kamis tanggal  25 Maret 2010  oleh Ketua  Mahkamah 

Agung RI Bapak Arifin A Tumpa  di Pontianak Kalimantan Barat bersamaan 

dengan peresmian 56 gedung kantor Pengadilan baru dari empat lingkungan 

peradilan se Indonesia. 

Eksistensi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana amanat UU 

Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, 
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adalah diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang 

beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, 

sadaqah dan ekonomi syariah. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Muara Labuh 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2015-2019. Sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, juga 

dijabarkan kedalam program-program dengan harapan kedepannya didukung 

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang 

kompeten, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana dengan 

memperhitungkan juga kondisi lingkungan internal maupun eksternal 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Pembahasan potensi dan permasalahan dapat dikelompokan menjadi 

analisis faktor internal dan eksternal. Analisis lingkungn dilakukan terhadap 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan 

Agama Muara Labuh secara keseluruhan. 

 

a. Lingkungan Internal 

 Kekuatan 

 Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Muara 

Labuh, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, 

pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia. 

 Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh dan 

seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.  

 Kelemahan 
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 Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi dan sistem 

perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja. 

 Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia 

aparatur masih terbatas. 

 Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi. 

 

b. Lingkungan Eksternal. 

 Peluang 

 Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang 

dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam rangka 

mewujudkan Kebijakan Strategis Nasional di Bidang Hukum. 

 Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di 

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dan unsur terkait 

lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi dan peranan 

Pengadilan Agama Muara Labuh di bidang pelayanan peradilan. 

 Semakin kuatnya dukungan, komitmen dan tekad semua 

kalangan untuk melakukan reformasi dan pemberantasan KKN. 

 Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui 

pendidikan, pelatihan, sosialsasi, kursus dan lainnya.  

 kebijakan Ancaman 

 Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 

Peradilan. 

 Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak 

selaras).  

 

c. Faktor Kunci Keberhasilan 

Pengadilan Agama Muara Labuh akan terus memacu diri melakukan tugas 

dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peradilan yang 

professional, handal dan bermoral menuju “ Pengadilan Agama Muara 

Labuh Yang Agung “. 



 

Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Labuh Page 4 

 

Berdasarkan factor-faktor tersebut di atas, maka rumusan hasil analisis 

strategis yang menjadi perioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah : 

 Peningkatan efektifikatas dan efisiensi kerja Pengadilan Agama Muara 

Labuh. 

 Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang 

efektif. 

 Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan 

Agama Muara Labuh. 

 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang 

memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula factor kunci 

keberhasilan sebagai berikut : 

 Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, 

pelaksanaan tugas yang optimal dan sistem evaluasi yang tepat sebagai 

suatu kesatuan sistem yang saling terkait. 

 Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 Adanya dukungan sumber daya yang memadai. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 Visi dan Misi 

Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020-

2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja 

dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara 

sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap 

system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai 

efektifitas dan efisiensi. 

Visi adalah cara pandang kedepan berupa gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk 

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Muara Labuh. Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai 

berikut : 

 

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung ” 

 

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan 

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana 

dan terwujud dengan baik. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara 

Labuh melaksanakan Misi-nya sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para 

pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
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2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan 

disesuaikan dengan pernyataan vis dan misi Pengadilan Agama Muara 

Labuh. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Muara 

Labuh adalah sebagai berikut : 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Labuh 

adalah sebagai berikut : 

 Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan. 

 Keterjangkuan pelayanan badan peradilan. 

 Meningkatkan kepastian hukum. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran 

Strategis yang hendak dicapai Pengadian Agama Muara Labuh adalah 

sebagai berikut : 

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelasaian perkara. 

 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap puusan pengadilan. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan  

BadanPeradilan di bawahnya telah menetapkan visi :  

“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “  

Visi besar Mahkamah Agung tersbut membutuhkan langkah-

langkah konkrit sebagai panduan umum yang berfungsi 

menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang 

membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan 

misi Mahkamah Agung RI. arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk 2010 – 

2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : 

 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 

 Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

Pendekatan kerangka berfikr manajemen pengadilan yang unggul 

terdapat 7 ( tujuh ) area “ Peradilan Agung “ sebagai berikut : 

 Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan. 

 Kebijakan-kebijakan Pengailan. 

 Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan keuangan. 

 Penyelenggaraan persidangan. 

 Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. 

 Pelayanan pengadilan yang terjangkau. 

 Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. 

Dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung RI, untuk masa 2010 – 2035 

sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung 

RI dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah 
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operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung telah 

menetapkan arah kebijakan dalam beberapa strategi perbahan pada : 

 Fungsi Peradilan. 

 Manajemen Perkara. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Manajemen Sumber Daya Keuangan. 

 Manajemen Sarana dan Prasarana. 

 Manajemen Informasi Teknologi. 

 Transparansi Peradilan. 

 Fungsi Pengawasan.  

 
 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan arah 

kebijakan dan sasara strategi sebagai berikut : 

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 

Kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah 

Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

pelaksanaan tugas fungsinya berdasarkan sasara strategis sebagai 

berikut :  

a. Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya.  

Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang 
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berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan ini 

adalah : 

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah : 

 Sisa perkara yang diselesaikan. 

 Penyelesaian perkara. 

 Penurunan sisa perkara. 

 Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali ( PK ). 

 Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan perailan. 

 Peningkatan efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara.  

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan 

efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara melalui : 

 Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. 

 Persentase pekara yang diselesaikan melalui mediasi. 

 Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu. 

 Puutusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. 
 

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga. Badan Peradilan 

Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan 

yang bersifat Teknis Peradilan kepada masyarakat pencari 

keadilan. oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya 

memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 
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Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara 

Labuh pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

adalah : 

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

terpinggirkan melalui : 

 Perkara prodeo yang diselesaikan. 

 Perkara yang didelesaikan melalui sidang diluar gedung 

pengadilan ( sidang keliling ). 

 Perkara yang didelesaikan melalui sidang terpadu. 

2. Meningkatnya keatuhan terhadap Putusan Pengadilan. 

Kegiatan untuk mencapa asaran strategis Meningkatnya 

keatuhan terhadap Putusan Pengadilan melaui : 

 Putusan perkara yang ditinfdak lanjuti ( eksekusi ). 

  

3.3.    Kerangka Regulasi 

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bag Pengadilan 

Agama Muara Labuh selama satu tahun kedepan untuk mendorong 

terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut 

disusun Mahkamah SAgung RI dengan mempehatikan hasil montoring dan 

evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas ke depan. 

No Jenis Regulasi Nama Regulasi 
1 Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI  
SK. Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomr 1-144/KMA/SK/I/2011, 
tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan. 

2 Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI  

SK. Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomr 026 Tahun2012, tentang 
Standar Pelayanan Publik. 
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No Jenis Regulasi Nama Regulasi 
3 Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI. 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 2 Tahun 2014, tentang 
Penyelasaian Perkara di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 
pada 4 Lingkungan Peradilan.  

4 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
1 Tahun 2014, tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan. 

5 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradila. 

6 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
1 Tahun 2016, tentang Prosedur 
Mediasai di Pengadilan. 

7 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
7 Tahun 2016, tentang Penegakan 
Dsiplin Kerja Hakim pada Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada Dibawahnya. 

8 Peaturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
8 Tahun 2016, tentang Pengawasan 
dan Pembinaan Atasan Langsung di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan Dibawahnya. 

9 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
9 Tahun 2016, tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan 
(Whistleblowing System) di 
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 
Badan Peradilan Dibawahnya.. 

10 Maklumat  Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/ 
IX/2017, tentang Pengawasan dan 
Pembinaan Hakim, Aparatur 
Mahkamah Agung RI dan Badan 
Peradilan Dibawahnya. 

11 Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung RI 

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017, 
perihal Reviu Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan 
Pengadilan Tingkat Perkatama. 

12 Peraturan Mahkamah Agung RI Perma No. 3 Tahun 2018, tentang 
Administrasi perkara di Pngadilan 
secara elektronik. 

13 Peraturan Mahkamah Agung RI Perma No. 1 Tahun 2019, tentang 
Administrasi perkara dan persidangan 
di pengadilan secara elektronik. 
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3.4.    Kerangka Kelembagaan. 

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan 

perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan 

mengenai pengelolaan ASN di lingkungan Pengadilan Agama Muara 

Labuh dalam rangka melaksanakan visi, mis, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh 

disusun berdarakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Labuh Page 13 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1.  Target Kinerja 

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan Peradilan 

Agama, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan keadilan. 

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pengadilan Tingkat Pertama 

bertugas dan berwenang menerima, memerksa dan memutus perkara yang 

masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang 

terbagi menjadi beberapa sasaran, indicator dan target kinerja sebagai 

berikut :  

No Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Terwujudnya 

kepercayaan 
masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan 
melalui proses 
peradilan yang 
adil, transparan 
dan akuntabel 

1. Terwujudnya  
Proses   
peradilan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 

1.  Persentase  
      Sisa  Perkara 
      yang  
      diselesaikan      

100 100 100 100 100 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

98 98 99 100 100 

3.   Persentase 
penurunan 
sisa perkara 

100 100 100 100 100 

4.   Persentase 
perkara 
yang tidak 
mengajukan 
uaya hukum 

       - Banding. 
       - Kasasi 
       - PK 

98 98 98 99 100 

5.   Indeks 
responden 

     

2 Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
Teknologi 

2.  Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara. 

1.  Persentase 
isi putusan 
yang 
diterima 
para pihak 
tepat waktu 

98 98 98 98 98 
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No Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 
 
 
 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi 

30 30 30 30 30 

3.   Persentase 
brkas 
perkara 
yang 
diajukan 
Banding, 
Kasasi dan 
PK secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

1 1 1 1 1 

4.   Persentase 
putusan 
perkara 
yang 
menarik 
masyarakat 
yang data 
diakses 
secara 
online 
dalam 
waktu 1 hari 

90 90 90 90 90 

3 Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

3.  Meningkatnya 
akses 
Peradilan bagi 
masyakarat 
miskin dan 
terpinggirkan. 

1.   Persentase 
isi putusan 
yang 
diterima 
para pihak 
tepat waktu 

99 99 99 99 100 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
diluar 
gedung 
pengadilan 

100 100 100 100 100 

3.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
melalui 
sidang 
terpadu 

100 100 100 100 100 

4 Terwujudnya 
pelayanan 
hokum yang 
prima 

4.  Meningkatnya 
kepauhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan. 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
ditindalanjuti 
(eksekusi) 
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4.2.  Keranga Pendanaan  

 

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam pencapaian 

target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan 

digunakan, yaitu menggunakan indicator kinerja. Untuk mencapai target-

target tersebut diperlukan anggaran ( dana ). Pengadilan Agama Muara 

Labuh untuk Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi dana DIPA Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor SP. DIPA-005.01.2.401990/ 

2020 tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp.3.290.580.000,- (Tiga milyar 

dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 

DIPA Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor SP. DIPA-

005.04.2.401991/2020 tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp.60.500.000,- 

(Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian masing-masing 

sebagai berikut :  

 

DIPA 005.01.2.401990 ( Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ). 

Belanja Pegawai ( 51 )  

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Gaji Pokok PNS 768.008.000 
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000 
3 Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS 61.498.000 
4 Belanja Tunjangan Anak PNS 21.991.000 
5 Belanja Tunjangan Jabatan Struktural PNS 28.140.000 
6 Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional PNS 813.960.000 
7 Belanja Tunjangan PPh Pasal 21 PNS 134.791.000 
8 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.652.000 
9 Belanja Uang Makan PNS 137.808.000 

10 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.590.000 
Jumlah 2.013.4543.000 

 

 

Belanja Barang ( 52 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Keperluan Perkantoran 278.100.000 
2 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.000.000 
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No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
3 Belanja Barang Persediaan 36.094.000 
4 Belanja Keperluan Perkantiran 157.500.000 
5 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000 
6 Belanja Langganan Listrik 10.800.000 
7 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 
8 Belanja Langganan Air ( PDAM ) 1.200.000 
9 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.540.000 

10 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Medsin 86.830.000 
11 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 45.300.000 
12 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.700.000 
13 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim 28.800.000 
14 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Konsultasi ) 100.120.000 
15 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Rekonsiliasi ) 35.360.000 
16 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.552.000 

Jumlah 916.696.000 
 

 

Belanja Modal ( 53 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Pengadaan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 335.431.000 
2 Belanja Pengadaan 2 Unit Laptop 25.000.000 

Jumlah 360.431.000 

 

DIPA 005.04.2.401991 ( Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ) 

Belanja Barang ( 52 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Bantuan Prodeo) 1.500.000 
2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kebersihan 

tempat Sidang Keliling) 
5.000.000 

3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang Keliling ) 45.000.000 
4 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang terpadu ) 9.000.000 

Jumlah 60.500.000 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 

2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang 

sesuai dengan ketentuan perubhan lingkungan strategis, baik yang bersifat 

internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan 

upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik kelemahan, 

peluang, tantngan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan 

dijalankan selama lima tahu kedepan, serta output yang ingin dihasilkan dan 

outcame yang diharapkan. 

 

Rancangan Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020-2024 

harus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan DemikianRancangan 

Renstra bersifat terbuka dari kemungkinan peubahan dan untuk selanjutnya 

menjadi Renstra 2020-2024 yang dufinitif. Melalui Rancangan Renstra ini 

diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan 

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

 

Dengan Rancangan Renstra 2020-2024 ini pula diharapkan unit-unit 

kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh memilki pedoman yang 

dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program 

selama lima tahun kedepan ( 2020-2024 ) sehingga visi dan misi Pengadilan 

Agama Muara Labuh dapat terwujud dengan baik. 

  

                                                     Pengadilan Agama Muara Labuh 
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MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh ( 401990/401991 ) 

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung 

Misi  : 1. Menjaga kemandirian Pengailan Agama Muara Labuh. 

      2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan. 

      3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadfilan Agama Muara Labuh. 

      4. Meningkatkan Kredibiltas Pengadian Agama Muara Labuh. 

No 

Tujuan 
Target 

(%) 

Sasaran Target (%) Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target 

(%) 
Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Terwujudnya 

keperayaan 

masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan 

melalui proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase 

para pihak 

yang percaya 

terhadap 

sistem 

peradilan 

 

90 

Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan akuntabel 

Perdsentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Program 

dukungan 

manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya  

Penyelesaian 

sisa perkara 

Terlaksananya 

administrasi 

dan 

pengelolaan 

euangan BUA 

 

 98 

 

3.290.580.000 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

Penyelesaian 

perkara 

Persentase penurunan 

sisa perkara 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Penurunan sisa 

perkara 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hokum banding, 

kasasi dan PK 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

Perkara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya hokum 

banding, kasasi 

dan PK 
Persentase Indeks 

responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

 

90 

 

 

90 

 

95 

 

95 

 

97 

Indeks responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

2 

 

Terwujudnya 

penyederhanaan 

proses 

penanganan 

perkara melalui 

pemanfatan 

teknologi 

Persentase 

perjara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 

98 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

Isi putusan yang  

diterima oleh 

para pihak tepat 

waktu 

 

95 

 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

 

15 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 

No 

Tujuan 
Target 

(%) 

Sasaran Target (%) Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target 

(%) 
Dana (Rp) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

 

 

Terwujudnya 

penyederhanaan 

proses 

penanganan 

perkara melalui 

pemanfatan 

teknologi 

Persentase 

perjara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

 

 

Persentase perkara 

yang diajukan 

banding, kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Program 

dukungan 

manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya  

Berkas perkara 

yang diajukan 

banding, kasasi 

dan PK  secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

Terlaksananya 

administrasi 

dan 

pengelolaan 

euangan BUA 

 

100 

 

Persentase putusan 

perkara yang menarik 

masyarakat yang data 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah diputus 

     Putusan perkara 

yang menarik 

masyarakat yang 

data diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari setelah 

diputus 

3 Terwujudnya 

pelayanan akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya/prodeo 

 

100 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi mayarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

penyampaian/ 

pemberitahun 

putusan kepada 

para pihak  

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

 

 

 

 

 

Perkara prodeo 

yang 

diselesaikan 

Terselenggara

nya tertib 

administrasi 

di lingkungan 

Peradilan 

Agama 

 

100 

 

60.500.000 

 

 

 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui sidang diluar 

gedung pengaian 

(sidang keliling) 

 

1,5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui sidang 

diluar gedung 

pengadilan 

(sidang keliling) 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui sidang 

terpadu 

 

1,5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui sidang 

terpadu 

4 Terwujudnya 

pelayanan prima 

Persentase 

putusan perkara 

yang ditinak 

lanjuti 

 

20 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara yang ditindak 

lanjuti 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Putusan 

perkara yang 

ditindak lanjuti 

 

20 

Muara Labuh, 31 Desember 2019. 

Ketua,      Panitera,      Sekretars, 

 

 

 

Nurmaisal, S.Ag. MH.    Nasril, S.Ag.     Darnialis S.Ag. 
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